
MENTER!KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 158/PMK.04/2017 

TENTANG 

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN 

SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT 

DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai tatalaksana penyerahan

pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut,

manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes

keberangkatan sarana pengangkut, telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/ PMK. 04/ 2006

tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana

Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan

Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana

Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 1 08/ PMK. 04/ 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan 

Nomor 39/ PMK. 04/ 2006 

Menteri 

ten tang 

Keuangan

Tatalaksana

Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana

Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut,

dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
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b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan

pengawasan di . bidang kepabeanan serta untuk

melakukan pengamanan hak-hak negara yang terkait

dengan sarana pengangkut, perlu mengatur kembali

tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana

kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan

sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana

pengangkut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 7 A ayat (9) dan Pasal 9A

ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan, 

Keuangan 

perlu menetapkan Peraturan Menteri

tentang Tatalaksana Penyerahan

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,

Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes

Keberangkatan Sarana Pengangkut;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA 

PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN 

SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA 

PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA 

PENGANGKUT. 

• 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 1 0  Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0  

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi

Ekslusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku

Undang-Undang Kepabeanan.

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

4. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

5. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/ angkutan melalui

laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut

barang dan/ a tau orang.

6. Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common

Carrier) adalah badan usaha Jasa pengurusan

transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan

kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya

pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi

darat, laut, dan udara, dan mengkonsolidasikan muatan.

7. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan pos.

8. Penyelenggara Pos yang Ditunjuk adalah Penyelenggara

Pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan

internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan

Pos Dunia (Universal Postal Union).

t I 
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9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya

kewajiban pabean.

10. Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut

dengan menggunakan Sarana Pengangkut melalui Kantor

Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

1 1. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut 

dengan menggunakan Sarana Pengangkut melalui Kantor 

Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih 

dahulu. 

12. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut yang

selanjutnya disingkat RKSP adalah pemberitahuan

tentang rencana kedatangan Sarana Pengangkut yang

disampaikan oleh Pengangkut ke Kantor Pabean.

13. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh

Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat.

14. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang

selanjutnya disebut Inward Man ifest adalah daftar barang

niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui

laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan

Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala

Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

15. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang

selanjutnya disebut Outward Man ifest adalah daftar

barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut

melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan

Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

16. Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang

dilakukan oleh pengguna jasa ke Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan.

17. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat

PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan

organ1sas1 secara elektronik, yang terin tegrasi dengan

menggunakan standar yang disepakati bersama,

termasuk komunikasi atau penyampa1an informasi

melalui media berbasis laman internet (web-based).
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18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

19. Direktur Jenderal adalah Direktur J enderal Be a dan

Cukai.

20. Pejabat Be a dan Cukai adalah pegawa1 Direktorat

Jenderal Be a dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan

tertentu untuk melaksanakan tug as tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II 

PENGANGKUT 

Pasal 2 

( 1) Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:

a. bertanggung jawab atas pengoperas1an Sarana

Pengangkut yang mengangkut barang dan/ a tau

orang; dan/ a tau

b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan

dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang perhubungan.

(2) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri

atas:

a. operator Sarcina Pengangkut atau kuasanya;

b. Pengangkut Kontraktual; dan/ a tau

c. Penyelenggara Pos.

(3) Kuasa operator Sarana Pengangkut sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a yaitu:

a. perusahaan yang merupakan perwakilan atau agen

dari perusahaan pelayaran; dan/ a tau

b. perusahaan yang memberikan pelayanan di darat

untuk perusahaan penerbangan.

(4) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

bertanggung jawab atas pemberitahuan pabean yang

diajukannya.

f I 
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Pasal 3 

(1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) wajib melakukan Registrasi Kepabeanan. 

(2) Tata cara Registrasi Kepabeanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat '(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai Registrasi 

Kepabeanan. 

BAB III 

KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT 

Bagian Kesatu 

RKSP 

Pasal 4 

(1) Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf a yang Sarana Pengangkutnya akan datang 

melalui laut atau udara dari: 

a. luar Daerah Pabean; atau 

b. dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang 

impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah 

Pabean . untuk diangkut ke tempat lain dalam 

Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean, 

wajib menyampaikan pemberitahuan RKSP ke setiap 

Kantor Pabean yang akan disinggahi. 

(2) Kewajiban · penyampaian pemberitahuan RKSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum 

kedatangan Sarana Pengangkut, untuk Sarana 

Pengangkut melalui laut, dalam hal waktu tempuh dari 

tempat keberangkatan menuju ke tempat kedatangan 

selama 24 (dua puluh empat) jam atau lebih; atau 

b. paling lambat sebelum kedatangan Sarana 

Pengangkut, dalam hal waktu tempuh dari tempat 

keberangkatan menuju ke tempat kedatangan 

kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. 
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(3) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) paling sedikit memuat elemen data sebagai

berikut:

a. nama Sarana Pengangkut;

b. nomor pelayaran (voyage)jnomor penerbangan

(flight);

c. nomor International Maritime Organization (IMO),

dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar

di International Maritime Organization (IMO),

dan/ a tau nomor Maritime Mobile Service Identity

(MMSI) I nom or registrasi;

d. tanda panggil (call signL·

e. bendera;

f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;

g. tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA);

h. nomor dan tanggal Master Bill of Lading (B/ L)/

Master Airway Bill (A WB);

1. nama pengirim (shipper);

J. nama penerima (consignee);

k. Nomor Pokok Wajib Pajak penenma (consignee),

. dalam hal wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

1. kelompok pos;

m. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang,

dalam hal barang curah;

n. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas, dalam hal

menggunakan peti kemas;

o. uraian barang; dan

p. nama Pengangkut.

(4) Dalam hal Sarana Pengangkut singgah di pelabuhan

dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

jam dan tidak melakukan pembongkaran danjatau

pemuatan, RKSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. · nama Sarana Pengangkut;

b. nomor pelayaran (voyage)jnomor penerbangan

(flight);
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c. nom or International Maritime Organization (IMO),

dalam hal Sarana Pengangkut diwajibkan terdaftar

di International Maritime Organization (IMO),

. dan/ a tau nom or Maritime Mobile Service Identity

(MMSI) I nom or registrasi;

d. tanda panggil (call sign);

e. bendera;

f .  pelabuhan asal, transit dan bongkar;

g. tanggal perkiraan tiba/ Estimated Time Arrival (ETA);

dan

h. nama Pengangkut.

(5) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) yang telah diterima di Kantor Pabean diberikan

nomor pendaftaran.

Pasal 5 

( 1) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat ( 1) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta

dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan

sebagai berikut:

a. barang impor yang kewajiban

diselesaikan di Kantor Pabean setem pat;

b. barang impor yang diangkut lanjut;

c. barang impor yang diangkut terus;

d. barang ekspor yang diangkut lanjut;

e. barang ekspor yang diangkut terus;

pabeannya 

f. barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang

diangkut dari satu Kawasan .Pabean ke Kawasan

Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean;

g. peti kemas kosong (empty container) yang kewajiban

pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

h .  peti kemas kosong (empty container) yang diangkut

lanjut; atau

1. peti kemas kosong (empty container) yang diangkut

terus.
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